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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk sanksi terhadap pelaku cyber crime dalam Tindak Pidana 

Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah berupa sanksi 

pidana penjara dan sanksi pidana denda yang diatur dalam Pasal 27 

ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana perbuatan 

tersebut akan dikenakan sanksi penjara paling lama 6 tahun dan denda 

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah). 

2. Bentuk alat bukti dan pembuktian tindak pidana pencemara nama baik 

menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik adalah alat bukti elektronik yang berupa 

Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dan hasil cetakanya 

merupakan alat bukti hukum yang sah, yang keabsahanya sudah diatur 

dalam Pasal 5 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  

B. Saran 

1. Sebaiknya di dalam pembentukan undaang-undang pemerintah harus 

memperhitungkan secara teliti dan ditail mengenai penjelasan dan 

kejelasan apa yang dimaksud didalam undang-undang tersebut, 
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sehingga undang-undang tersebut tidak menjadi celah hukuman bagi 

individu atau kelompok orang yang tidak bertanggung jawab dalam 

melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan kepentingan 

umum. 

2. Sebaiknya di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan penjelasan mengenai 

apa yang dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah, seperti 

yang dijelaskan dalam KUHAP mengenai alat bukti yang sah. 
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